BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang semakin berkembang pada seluruh aspek kehidupan, tentunya
memberikan pengaruh pada banyak orang agar senantiasa mengembangkan

dirinya mengikuti perkembangan zaman. Masalah yang muncul saat seseorang

suatu pelanggaran h Bﬁﬂ%mg ke permukaan, maka

timbulah permasalahan.

Oleh karena itu, bila sewaktu-wak mendesak dan
sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang
maupuan uang. Akan timbulnya Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di

dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan.



Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang bisa disebut
dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai
harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap
berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan

janji itu.r Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecaka buat suatu perikatan

menjamin kelancaran

debitur unt i ajibannya“yattu membayar angsuran sesuai

dengan perjanji telah disepaka ara kreditur dan debitur. Dengan
adanya objek jamina a aRAwWANdﬁ pihak sebagai kreditur

jika sewaktu-waktu debitur ti akan kewajibannya.

Hak atas tanah beserta benda-benda i gan tanah yang
disebut Hak Tanggungan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan Undang- Undang Nomor. 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?, berikut atau tidak berikut

1 Wirjono Projodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: P.T. Bale Bandung, 1981, Hal.
9.
2 Tim Pustaka Buana, Kitab Undang-undang Agraria dan Pertanahan, Pustaka Buana, 2017. Hal 7



benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pembebanan hak tanggungan pada hak
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan Hak Guna
Bangunan atas Hak Milik dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau satuan
Rumah Susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, dapat

didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang

menurut
4 ayat

dengan

1. Hak Mi
2. Hak Guna Us
3. Hak Guna Bangunan

Pemberian Hak Tanggungan
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang terten diutangkan di dalam
perjanjian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang
yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Hak
Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.® Jika di perjanjian bahwa
pemegang Hak Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila

debitur cedera janji, Pendaftran tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 hari

kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

3 Supriyadi, Hukum Agraria, Sinar Grafik, Jakarta, 2019 , Hal.89



Bila pada saat debitur dikatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya dan
terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah di perjanjikan atau yang di
sebut ingkar janji (wanprestasi) , maka Hak atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah dapat disita, yang hasilnya kemudian digunakan untuk
memenuhi kewajiban atau membayar hutang kepada krediturnya. Dalam
melaksanakan haknya untuk menerima pembayaran dari debitur, Pemegang Hak
Tanggungan dapat secara langsung menjalankan haknya atas janji sebagaimana

dimaksudgdalam=Pasa 3 ? -undang Hak Tanggungan (UUHT),

yat (2) huruf e, yang

a dimaksud dalam

Langkah penyelesaian suatu perkara wanpf perjanjian utang-
piutang yang harus dilakukan adalah Pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negri yang ditunjukan kepada Tergugat atas dasar bahwa Tergugat telah
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang-piutang. Jika dalam amar
Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.
Maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut

Penggugat barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang atau benda yang

dijadikan sebagai jaminan Tergugat. Dimana dari hasil jaminan tersebut yaitu



berupa atas Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan sah
menjadi milik Penggugat maka dari itu Tergugat segera mengkosongkan dan

menyerahkan kepada Penggugat.

Mengenai Permasalahan Dalam Kasus perkara wanprestasi Nomor :
197/Pdt.G/2022/PN.Tng. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kenal lama dan
mempunyai hubungan baik dan kebetulan Penggugat dan Tergugat bertetangga,

sekitar bulan_desember..tahun 2018 Tergugat mendatangi rumah Penggugat

meningkatkan usahanya dan pada saat

0o gusahakan pinjaman

dan Tergugat dan melihat

Depok. Pinjaman yang diajukan telah cair dari a Finance tertanggal
26 Desember 2018 sebesar Rp.272..000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta
rupiah) dan langsung diserahkan kepada Stefanus Leo ( Tergugat ), kemudian

pada saat itu juga langsung dibuatkan perjanjian antara Penggugat Dan Tergugat.

Sekalipun sudah dibuat surat perjanjian tertanggal 26 desember 2018 pada
poin 5 isi perjanjian dan surat kesepakatan bersama tertanggal 05 februari 2020
yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tergugat tidak mau

menyerahkan rumah kepada Penggugat sehingga Tergugat melakukan perbuatan



wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat. Karena tidak ada etikat baik
Tergugat kepada Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan

bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Banguan (SHGB)

Maka penggugat mengajukan balik nama atas tanah dan bangunan rumah
sertifikat hak guna bangunan dan karena tidak ada etikat baik dari tergugat untuk
menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada

Penggugat darissej ari 2020 sampai dengan saat ini dan Penggugat telah

ak Tanggungan Atas

Tanah Aki i agarkeasli alam penulisan ini, penulis

1. Tinjauan yuridis akibat huku
dengan jaminan sertifikat tanah yang be
Aditia Lesmana, Universitas Islam sultan Agung Semarang, Skripsi
Sarjana ,2015* yang membedakan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu
dalam skripsi ini upaya penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur ketika
debitur transportasi yaitu meskipun jaminan tidak dibebani hak tanggungan dan

kreditur tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditur reference (kedudukan

4 Aditia Lesmana, Tinjauan yuridis akibat hukum sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang
dengan jaminan sertifikat tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan, Universitas Islam sultan
Agung Semarang, pada tahun 2015,diakses pada 20//03/2023.



istimewa) tetapi apabila debit Wanprestasi dan tidak dapat mengeksekusi objek
jaminan maka kreditur masih tetap berhak atas pelunasan hutang debitur
dengan cara melakukan upaya pertama mengirim surat peringatan atau somasi
dengan harapan ada itikad baik dari debitur untuk membayar seluruh
hutangnya kedua mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan dasar pembuatan
debitur dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sedangkan didalam

perjanjian yang dijadikan objek jaminan ialah jaminan hak atas tanah dan atas

En gPersebut menjadi milik

kreditur oleh ) """-"EIIII ai Ew:ﬂm-—

debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan Hak

Tanggungan bahwa yang lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh
kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit
dengan akta autentik. Akta autentik ini memiliki kelebihan yaitu dapat
dimintakan salinan Akta Pengakuan Hutang yang memiliki kekuatan

eksekutorial dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur

SRini Afrida, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak
Tanggungan, Universitas Muhammadiyah Mataram, pada tahun 2021, diakses pada tanggal
20/03/2023.



cidera janji. Akan tetapi, berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 dan
Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, telah
diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pengganti salinan Akta
Pengakuan Hutang yang memiliki fungsi yang sama. Akta autentik memuat
janji-janji guna menjamin hak kreditur dalam memperoleh pelunasan
piutangnya. Sedangkan didalam perjanjian yang dijadikan objek jaminan ialah

jaminan hak atas tanah dan atas jaminan tersebut telah melanggar syarat sahnya

ar Undang-Undang, maka debitur

maka Hak atas tapah besertazbenda-bendayang-berkaitan dengan tanah
jadi milik kru iFalai atau wanprestasi.
la wlc dissotre™=TNaka penulis tertarik

oA FRAMMSAMGURIDIS TERHADAP

NAH YANG AKIBAT WANPRESTASI

untukmelakukan pe
HAK TANGGUNGAN
DIHUBUNGKAN DENGAN U 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN(Stu Nomor

197/Pdt.G/2022/PN.Tng)

B. Identifikasi Masalah
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Hak Tanggungan Atas Tanah Kepemilikan Beralih Akibat
Wanprestasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan?



2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor
197/Pdt.G/2022/PN.Tng ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah:

1. Untuk mengetahui Hak Tanggungan Atas Tanah Kepemilikan Beralih

Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

di kemudian hari menjadi

wawasan bagi mah argumentasi

dalam pembentukan hukum

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi Legal

Opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai :

a. Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi mahasiswa dan
mahasiswi ilmu hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada

masyarakat.
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E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercantum dengan jelas di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka (3)
(selanjutnya disingkat UUD 1945). Sebagai konsekuensi dari paham Negara
hukum tersebut, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku di

Indonesia serta tidak boleh menyimpang atas norma-norama hukum tersebut.®

um mrupakan ciri yang tidak dapat

ma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai

Haitidak dapat=lagi digunakan sebagai

but sebagai salah satu

incangan mengenai

gagasan pemisahan kek

Perjanjian pada hakika
sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanji
hukum yang bisa disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu
perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu
pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak
lain menuntut pelaksanaan janji itu.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan

6 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta,
Pernerbit: Mandar Maju, Bandung, 2011, him. 1
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debitur.” Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena
disengaja maupun tidak disengaja.® Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia
tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti
yang telah diperjanjikan.®

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan
bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

berikan atau dibuatnya, hanya dapat

kiusyang telahsdilampaukannya”.*

perbuatan ingkar janji

yang dilaku alah-satu-pihak-yang tidak-melaksanakan isi perjanjian, isi
tapiKrIKuR mﬂﬁcpa yang sesungguhnya

Hak Tanggungan adala i aminan yang

ataupun melaksa
tidak boleh dilakukann
diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor eraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang sebelumnya belum dikenal sama sekali, baik
dalam Hukum Adat maupun dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 51 UUPA
ditentukan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak
Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan amanat Pasal 51 UUPA tersebut, pada Tanggal 9 April 1996 telah

7 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) him.180.

8 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),hIm.
74.

% Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), him. 146
10 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), him. 12.
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diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Dalam Pasal 29 UUHT ditentukan bahwa dengan berlakunya UUHT,
ketentuan mengenai Credietverband dan ketentuan mengenai Hypotheek
sebagaimana tersebut dalam Buku Il KUHPerdata sepanjang mengenai
pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang

berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi dengan

nggungan merupakan satu-satunya
Jm Tanah Nasional yang tertulis.

=L )-UUHTyang-dimaksud dengan Hak

grogungan, adalah hak jaminan
imapay dmpaksud dalam Undang-
| Pokok-Pokok Agraria,
a- benda Ialn yang merupakan satu kesatuan
n kedudukan
lainnya.”

Undang No. 5 tah
berikut atau tidak be
dengan tanah itu, untuk p
yang diutamakan kepada kredit

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena
data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang

didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah primer
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yaitu menggunakan data lapangan dimana hal tersebut dengan cara mencari
dilapangan.
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun
alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran
secara menyeluruh.

3. Tahapan Penelitian

imulai dari :

nnnnnnn )
CIit \/

4. Teknik Pengump
Untuk memperoleh da
penelitian  kepustakaan untuk m
mengumpulkan data yang diperoleh dari:
1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahanyang mengikat :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996

4) Putusan Pengadilan Nomor : 197/Pdt.G/2022/PN.Tng.
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2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti :
1) Buku-Buku
2) Karya Illmiah atau Jurnal

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet.

u lu Filmu hukum terhadap

aly_keputusan hukum--yang-meliuti argumentasi dan
agaiﬁﬂ mewﬁNCerputusan yang dibuat.

Adapun lokasi dalam penelit

alasan-alasan
G. Lokasi Penelitian
ebagai berikut:
1. Perpustakaan Universitas Buana Per;

2. Website Direktori www.putusanmahkamahagung.go.id



http://www.putusanmahkamahagung.go.id/

